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ABSTRAK

IRMA RAHMADANI HARAHAP, NPM 1505170092. Analisis Penerapan E-
Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN
Pada PT.Wira Pratama Gasindo, 2019. Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang perpajakan
yang berlaku dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan nilai
penjualan pada Laba Rugi dengan nilai penjualan pada SPT Masa PPN serta faktor-
faktor apa saja yang yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur pajak
masukan pada SPT Masa PPN. Dalam penulisan skripsi ini ,penulis menggunakan
metode studi deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang Akuntansi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan. Dalam hasil penelitian, kesimpulan yang
dapat diambil adalah penerapan E-Faktur dan penerapan Akuntansi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, dimana pada penelitian ini,
peneliti menemukan adanya perbedaan nilai penjualan pada laporan laba rugi dengan
SPT PPN. Sedangkan dari hasil data dan pembahasan faktor-faktor yang
menyebabkan adanya perbedaan tersebut karena adanya perbedaan pengakuan
penjualan yang berbeda dengan peraturan pajak serta perbedaan perhitungan pajak.

Kata Kunci: Akuntansi PPN, E-Faktur, SPT Masa PPN, Laba Rugi.
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KATA PENGANTAR

sl
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hidayahnya serta salawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan kita semua
Nabi Besar Muhammad SAW karena hingga saat ini penulis masih diberikan
kesehatan dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis telah menyusun skripsi yang
diberi judul : “Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan
Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT.Wira Pratama
Gasindo”.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa apa yang telah dituangkan dalam
skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Hal ini
dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu,
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, dan penulis
sangat menghargai semua masukan yang diberikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk orang tua tercinta Ayahanda Alm.Syaiful Harahap dan
Ibunda Bariah.,Spd yang telah berkorban moril maupun materil dan juga
memberi doa serta motivasi demi keberhasilan penulis.

2. Bapak Dr. Agussani M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah



Sumatera Utara.

3. Bapak H.Januri,S.E.,MM.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga sekaligus selaku Dosen
Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan
pengarahan, petunjuk serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Ade Gunawan,SE.,M.Si. selaku Wakil Dekan | Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr.Hasrudy T.,SE.,M.Si. selaku Wakil Dekan 11l Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. lbu Fitriani Saragih, SE.,M.Si.selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. lbu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Seluruh Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-nya kepada kita semua dan
sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat

bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu’alaikumWr. Wb.

Medan, 2019
Penulis

Irma Rahmadani Harahap
NPM:1505170092



DAFTAR ISl

Halaman

ABSTRAK ...ttt e e eee et es e (1)
KATA PENGANTAR ...t i
DAFTAR ISH .. ii
DAFTAR TABEL ..ot vi

DAFTAR GAMBAR ... vii
BAB | PENDAHULUAN ..o 1
A. Latar Belakang Masalah............c.cccooooniiiniiniiinics 1

B. Identifikasi Masalah ............ccccoooviiiiiic e 8

C. Rumusan Masalah ............cccooeiiiiiiiice e 9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian...........ccccccccvvevveeviieesiie e, 9

1. Tujuan Penelitian .........ccoeeviieeiiiee e 9

2. Manfaat Penelitian.............ccooviiiiiiiic 10

BAB |1 LANDASAN TEORI ... 11

A Uraian TeOMHIS ....c.uveieviiieiieec e 11

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ...................... 11

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ................. 15

3. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ............ 15

4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).............cccccovveeiiinnnn, 16

5. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)..... 18

6. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)............. 19

7. Mekanisme Kredit Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ........... 20

8. Surat Pemberitahuan (SPT)......cooiivveiiiiiiice e 22

9. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)..........ccccooevvieeiiiiiineennne, 25



10. Tata Cara Pelaporan E-Faktur.............cccocoiiiiiniiiienn, 29

B. Hubungan e-Faktur dengan PPN dan L/R ...........cccccoovennee 35
C. Penelitian Terdahulu ..........cccoiiiiiiiiee 37
D. Kerangka Berfikir ..........cccooiiiiiiiiniec e 38
BAB 11l METODE PENELITIAN ....oooiii e 42
A. Pendekatan Penelitian ..........c.cccooovvviieiiienii e 42
B. Definisi Operasional Variabel ..............ccccooiiiniinin, 42
C. Tempat dan Waktu Penelitian............cccooveniiiiiniiieniiennn 43
D. Jenis dan Sumber Data...........ccccoovveiiiiiiiiiieie e 44
E. Teknik Pengumpulan Data............cccoovveiiiiiieniieniceie s 45
F. Teknik Analisis Data ...........cccevveiiieiiiiiiccieesie e 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...........ccovne.. 47
A. Hasil Penelitian ...........ccoooviiiiiiie e 47
1. Deskripsi Objek Penelitian ...........ccccceevveeiiieciie e, 47
2. Deskripsi Data Penelitian ............ccccccoveiiee e 50
B. PemMDaNasan ..........cccooiiiiiiiiieie e 54
1.Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT.Wira
Pratama Gasind0..........ccccveriiriiiieiieii e 54
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan perbedaan penjualan
pada laporan laba rugi dan SPT Masa PPN............ccccceeevein. 57
3.Faktor-Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam
membuat faktur pajak masukan pada PT.Wira Pratama
GASINAD ...t 58
BABY  KESIMPULAN DAN SARAN .....cccoooiiiieeee e 59
AL KESIMPUIAN ... 61



DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman
Tabel I.1. Perbandingan penjualan L/R dengan Penjualan SPT PPN........... 4
Tabel 1.2, Laporan Laba/RUGI .......cocviiiieiiieieiiie e 5
Tabel 1.3. Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri ................ 6
Tabel 1.4. Daftar Perhitungan PPN yang Dibayarkan..............cccccoovovennnene. 7
Tabel 11.1.  Penelitian Terdahulu ............ccooveiiiiiiiie 37
Tabel 111.1. Rincian Waktu Penelitian ............ccccooiiiiiiiiniiiie e 44
Tabel IV.1. Laporan Laba/Rugi........c.ccouiiiiiiiiiiiiiie e 50
Tabel IV.2. Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri............. 51
Tabel IVV.3. Perbandingan penjualan L/R dengan Penjualan SPT PPN........ 52
Tabel 1V.4. Daftar Perhitungan PPN yang Dibayarkan...............cccccccvee..ne. 53

Vi



DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar 11.1. Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan E-Faktur........................ 30
Gambar 11.2. Bagan Kerangka Pemikiran............ccccooviiiiiniiiniene, 41

vii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas
konsumsi dalam negeri (di dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang
maupun jasa. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat tertentu di Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-
Undang yang mengatur kepabeanan.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya tidak
semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan
umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir menjadi
Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu
sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena
Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme
pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN dibebankan kepada penjual
yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berkaitan dengan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan
pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu
pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan
kepada wajib pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat
faktur pajak dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai

bukti dari keberlangsungan usaha mereka.



Faktur pajak dan SPT Masa PPN tersebut pada awalnya dibuat secara
tercetak di atas kertas (paper based) dan pada awalnya Faktur Pajak dapat dibuat
oleh siapa saja, yang dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak. Pembuatan
Faktur Pajak dan SPT secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya
bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan
dokumen (hardcopy) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP), ditambah lagi proses perekaman data memakan waktu cukup lama
sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat yang dapat menimbulkan
denda. Selain itu, dapat terjadi kesalahan (human error) dalam proses ulang

perekaman data secara manual oleh fiskus.

Kini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan modernisasi system
administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan
sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara. Modernisasi perpajakan
meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi, reformasi pengawasan dan
reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36
tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan UU No. 42 tahun 2009
mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang
dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan
reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan
pelaksanaan good governance dan equal treatment dapat berjalan dengan baik.
Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat
kepatuhan (tax compliance) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan

terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat



produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk
peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Salah satu
fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan
dikembangkannya aplikasi teknologi dunia perpajakan yang salah satunya dengan
menerapkan aplikasi elektronik Faktur (e-Faktur). Saat ini DJP telah
memperhatikan keamanan, kebenaran, kepraktisan, dan kenyamanan dalam
membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi tersebut yang terhubung
secara langsung dengan pembuatan e-SPT Masa PPN. Ditambah dengan
perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini yang dapat memberi
kemudahan bagi wajib pajak yang menganut sistem self assestment, yakni wajib
pajak diberi kepercayaan untuk membuat, menghitung, membayar, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kini dengan e-Faktur,
pembuatan Faktur Pajak dan pembuatan e-SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan
mudah.

Pembuatan faktur pajak elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan
mempermudah Pengusaha Kena Pajak dan sekaligus merupakan proteksi bagi
Pengusaha Kena Pajak karena faktur pajak tidak dapat dibuat secara semena-mena
selain oleh Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, pemantauan yang dilakukan terkait
dengan faktur pajak dapat dilakukan dengan lebih optimal karena pelaporan
dilakukan dengan cara mengunggah (upload) sehingga pelaporannya lebih bersifat
real-time. Serta, kerahasiaan data dan keamanan data pun lebih terjamin. Faktur
pajak tersebut juga dibuat dengan aplikasi khusus yang telah ditentukan dan

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ditambah lagi, aplikasi tersebut juga



dapat diperoleh dan diakses dengan mudah.

PT.Wira Pratama Gasindo telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
(PKP) dalam hal ini perusahaan bergerak dalam bidang distribusi gas elpiji.
Ditinjau dari kegiatannya PT.Wira Pratama Gasindo melakukan kegiatan yang
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan ini mulai mengaplikasikan
E-Faktur pada pembuatan SPT Masa PPN nya adalah pada tahun 2018.

Berikut data penjualan yang terdapat dalam laporan Laba/Rugi dan data
penjualan di SPT Masa PPN PT.Wira Pratama Gasindo selama tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perbandingan Penjualan Laba/Rugi dengan Penjualan SPT PPN
PT. Wira Pratama Gasindo

Untuk Periode 31 Desember 2018

Keterangan 2018
Penjualan Pada Laba Rugi 10.985.030.000
Penjualan Pada SPT PPN 8.412.525.184
PPN 10% (Menurut Pajak) 1.098.503.000
PPN 10% Pada SPT PPN 841.252.518
Selisih PPN 257.250.482




Tabel 1.2

PT. WIRA PRATAMA GASINDO

LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2018

No.

Unat Keterangan Jumiah
A. PEREDARAN BRUTO USAHA
01. Penjualan 10.985.030.000,00
B. HARGA POKOK PENJUALAN 9.658.418.541,00
C. LABA BRUTTO USAHA 1.326.611.459,00

D. BIAYA USAHA & ADMINISTRASI UMUM

01. Gaji, THR, dll Karyawan 317.950.000,00

02. Penyusutan 379.824.650,00

03. Biaya Kantor 19.112.300,00

04. Rekening Air & Listrik 5 6.277.300,00

05. Rekening Telepon 7.512.000,00

06. Biaya Rep & Pemeliharaan 74.623.500,00

07. Biaya Adm Bank + Bunga Pinjaman 20.646.652,11

08. Biaya Transport 86.927.800,00

09. Jumlah D { 01 s/d 09 } 912.874.202,11
E. LABA SEBELUM PAJAK[C-D] 413.737.256,89
F: PENDAPATAN JASA GIRO 156.192,63
G. Pajak Jasa Giro 28.607,80
H. Pajak Pertambahan Nilai 31.340.924,00
l. PPh PASAL 25 FINAL 27.119.287.00
J. LABA TAHUN BERJALAN [ E+F-G-H-l ] 355.404.630.72

y
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Tabel 1.3
Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri
Dengan Faktur Pajak

PT.Wira Pratama Gasindo

Tahun 2018

NO. PERIODE PPN KELUARAN
1 | Januari Rp 1.257.499.900
2 | Februari Rp 477.418.630
3 | Maret Rp 660.925.000
4 | April Rp 924.591.703
5 | Mei Rp 730.577.320
6 | Juni Rp 799.590.929
7 | Juli Rp 579.908.197
8 | Agustus Rp 543.310.909
9 | September Rp 1.053.033.026
10 | Oktober Rp 705.426.823
11 | November Rp 1.044.287.965
12 | Desember Rp 893.454.682
Total Feb - Des >> Rp 8.412.525.184

Dari data tersebut dapat terlihat Perhitungan PPN pada Tahun 2018
pencatatannya berbeda dengan hasil PPN yang sebenarnya sehingga menyebabkan
adanya perbedaan perhitungan pada perusahaan dengan perhitungan PPN menurut
perpajakan. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang
nantinya akan memberikan informasi yang real dan perhitungan yang benar dan
diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam

melaksanakan peraturan perpajakan, sehingga dapat terlihat bagaimana



perusahaan PT.Wira Pratama Gasindo menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan

Nilai (PPN).

Berikut daftar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan

PT.Wira Pratama Gasindo selama 3 bulan dapat dilihat tabel I.2.

Tabel 1.4
Daftar Perhitungan PPN yang dibayarkan
PT. Wira Pratama Gasindo

Untuk Periode Selama 3 Bulan September,Oktober dan November 2018

2' Transaksi September Oktober November
1 | PPN Masukan 96.742.282 64.185.427 94.784.878
2 | PPN Keluaran 66.183.053 17.175.956 44.136.270
Penyerahan
dalam negri
3 dengan Faktur 39.120.247 53.366.725 60.292.524
Pajak yg
digunggung.
PPN yang
4 8.561.018 6.357.254 9.643.916
dibayar

Dari daftar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan diatas
terlihat PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan, selisih dari PPN
tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara
oleh Perusahaan. Kesalahan dalam membuat SPT PPN memang kerap terjadi,
tentu hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu cara pembetulan SPT PPN

kurang bayar. Pembetulan SPT Masa PPN bias saja terjadi karena adanya faktur



pajak pengganti, retur, pembatalan faktur, dan kerlambatan penerbitan faktur
pajak. Seperti pada SPT Masa PPN dibulan Oktober 2018 terdapat SPT Masa
PPN Pembetulan Ke 1 yang dikarenakan adanya satu Faktur Pajak Masukan
Bulan Oktober yang lupa di input ke E-Faktur sehingga menyebabkan adanya
selisih jumlah pajak kurang bayar yang harus di kompensasikan ke masa pajak
bulan November 2018 sebesar Rp.820.000,- yang dapat dilihat pada lampiran
proposal ini. Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara
pada PT.Wira Pratama Gasindo dari kepala bagian pajak yakni terjadinya

kesalahan dalam menentukan PPN yang dibayar.

Dengan fenomena yang terjadi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul :“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan
Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT.Wira

Pratama Gasindo ”.

B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Adanya perbedaan nilai penjualan di laporan Laba Rugi dengan nilai
penjualan pada SPT Masa PPN.
b. Adanya kesalahan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang di bayar.
c. Adanya Kesalahan dalam Penerapan Faktur Pajak Masukan Pada SPT

Masa PPN.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis

membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a.

Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai pada PT.Wira Pratama
Gasindo?

Apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam menentukan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)?

Apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur

pajak masukan Pada SPT Masa PPN?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana PT. Wira Pratama Gasindo dalam

menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) agar tidak terjadi
kesalahan dalam menentukan jumlah pajak yang dibayar.

Untuk Mengetahui apa faktor — faktor yang menyebabkan kesalahan
dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam
membuat faktur pajak masukan Pada SPT Masa PPN serta apakah
PT.Wira Pratama Gasindo sudah menerapkan Aplikasi E-Faktur sesuai
dengan peraturan menteri keuangan nomor 151/PMK.03/2013 dan

berdasarkan peraturan direktorat jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014
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tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk

elektronik

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan
tentang masalah yang teliti, yaitu Bagaimana penerapan e-faktur dalam
prosedur dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN
pada PT.Wira Pratama Gasindo Medan.

b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran
maupun bahan pertimbangan dalam menerapkan Aplikasi E-Faktur
pada perusahaan agar tidak ditemukan lagi kesalahan dalam
penguploadan dan pelaporan faktur pajak PPN di aplikasi E-Faktur.

c. Bagi Peneliti Sejenis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain

bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.



BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan
pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan
dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan
belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk
meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan
pembebanan pajak.

Menurut Zulia Hanum (2010) Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak
yang dipungut dan dikenakan atas barang kena pajak.Pajak pertambahan nilai
dapat dipungut pada berbagai mata rantai jalur usaha. Kendati pun dipungut
beberapa kali namun karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai
(value added) yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur
usaha berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidak lagi berat. Pajak ini
dipungut melalui faktor pajak, selisih antara pajak masukan dan keluaran pada
perusahaan merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang yang harus disetor
ke kas Negara.Menurut undang — undang nomor 42 tahun 2009 “Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah
pebaean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.
Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik ditingkat nasional, regional,
maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang

baru. Sebagai contoh, dibidang jasa, timbul transaksi jasa baru atau modifikasi

11
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dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum

diatur dalam undang — undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Hapsah (2017) PPN dikenakan atas setiap tambahan nilai dari
suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN
dikenakan pada setiap rantai produksi maupun distribusi baik pabrikan, agen
utama maupun distributor utama. Karena setiap pemungutannnya hanya
dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai maka dalam perhitungan pajaknya
menggunakan mekanisme kredit pajak. Kredit pajak dalam PPN adalah dengan
mengurangkan Pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN
yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP.
Sedangkan Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP atas Penyerahan
BKP atau JKP. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka akan
timbul pajak kurang bayar (hutang PPN) sedangkan jika pajak masukan lebih
besar dari pajak keluaran maka akan timbul pajak lebih bayar (piutang pajak
PPN). Setiap perusahaan yang memiliki NPWP diharuskan untuk membayar PPN
Masukan kepada vendor dan dibolehkan untuk memungut PPN Keluaran dari
customer. Sebagaimana diketahui dalam UU PPN Nomor 42 tahun 2009, yang
merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, diketahui bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7
menerapkan tarif proporsional yaitu antara 0%-15%, kemudian pada pasal 13
menyebutkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur
pajak. Sementara itu, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP harus

dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan
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sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa-PPN)

disampaikan.

Pengertian — pengertian penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan

Nilai antara lain:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat — tempat
tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kotinen yang didalamnya
berlaku Undang — Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

2. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean
kedalam daerah pabean.

3. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan
mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean
keluar daerah pabean.

4. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan
pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean
keluar daerah pabean.

5. Ekspor Barang Kena Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan
penyerahan Jasa Kena Pajak keluar daerah pabean.

6. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah
bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru
atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya
alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan

kegiatan tersebut.
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Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah
dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena
pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa
kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.
Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib
dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang
kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak
berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan/atau ekspor jasa
kena pajak.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)
bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan
menteri keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau
hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak
sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak
berdasarkan undang — undang PPN 1984.

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam bentuk
apapun Yyang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan
usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan pajak

pertambahan nilai.
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12. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha
kena pajak (PKP) atau direktoral jendral bea cukai pada saat penyerahan
barang kena pajak (BKP) atau impor barang kena pajak (BKP).

13. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang
dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah

dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

2. Dasar Hukum

Undang — Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang —
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang — Undang ini

disebut Undang — Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

3. Dasar Pengenaan Pajak
Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu

adanya dasar pengenaan pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah:

a. Harga jual

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan
potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian
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Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP,
atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai yang dipungut menurut Undang — Undang PPN 1984 dan potongan
harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang
dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan
JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean.

c. Nilai impor
Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk
ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang —
undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor
BKP , tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang —
Undang PPn 1984,

d. Nilai Ekspor.
Adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh eksportir.

e. Nilai lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

4. Tarif
Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan
tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

a. Ekspor BKP berwujud
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b. Ekspor BKP tidak berwujud

c. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan
pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar
untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat

dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan
kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah
tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima peren) dengan tetap
memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
ini dikemukakan oleh pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat dalam rangka

pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara

Menurut Pandapotan Ritonga (2017:3) Pengertian Tax Planning Menurut
Darussalam & Danny (Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti
Avoidance Rule, 2009) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak
yang terhutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan disputeantara
wajib pajak dan otoritas pajak. Sedangkan Menurut Farid Ahmad dalam Malaysia
Tax Work Book yang dikutip dalam Gunadi ( 2009 : 279 ) menyatakan bahwa
:“Perencanaan Pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan
Wajin Pajak untuk merekayasa ( reenginering ) sumber — sumber penghasilan dan

beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan meminimalisasi, menangguhkan,



18

atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan

perundang — undangan”..

5. Mekanisme Pengenaan Pajak

Undang — undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit
(credit method) serta metode faktur pajak (invoice methode). Dalam metode ini
pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa
kena pajak oleh pengusaha kena pajak. PPN dipungut secara bertingkat pada
setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau
pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme
pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan
pengkreditan pajak masukan, sarana yang ddigunakan adalah faktur pajak (metode

faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP
penjual, bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut
merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak
Masukan. pembeli berhak menerima bukti pungutan berupa faktur pajak.

b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib
memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran.
Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur

pajak.
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Contoh:

Sepanjang bulan maret 2011, PT ABC mempunyai transaksi sebagai berikut:

1. Membeli bahan baku seharga Rp 100.000.000,00 (dipungut PPN sebesar
Rp 10.000.000,00)

2. Membeli bahan penolong seharga Rp 40.000.000,00 (dipungut PPN
sebesar Rp.4.000.000,00)

3. Menjual produknya seharga Rp 200.000.000,00 (memungut PPN sebesar
Rp 20.000.000,00)

4. Perhitungan PPN:

Jumlah pajak keluaran Rp 20.000.000,00
Jumlah pajak masukan Rp 14.000.000,00
PPN kurang bayar Rp 6.000.000,00

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 6.000.000,00 ini harus disetorkan ke
kas Negara.
6. Cara Menghitung PPN

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

PPN= Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

Contoh:

a. Pengusaha Kena Pajak “A” menjual tunai BKP Kepada Pengusaha Kena
Pajak “B” dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00. PPN yang terutang:
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00.
PPN sebesar Rp.2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran, yang
dipungut oleh pengusaha kena pajak “A”. Sedangkan bagi pengusaha kena

pajak “B”, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.
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b. Seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor
Rp.15.000.000,00 PPN yang dipungut melalui direktorat jendral bea dan
cukai = 10% x Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00.

7. Mekanisme Kredit Pajak

Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang
kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar
daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah
pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak menerima bukti
pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut
merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena
pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena
pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa

kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak
dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak
yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan
dengan pajak keluaran pada masa yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak
berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang
bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan

pemeriksaan.

Apabila dalam satu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak
masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnnya merupakan PPN yang harus

disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah
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masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan.
Sedangkan apabila dalam satu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan
lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan
pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa

pajak berikutnya.

Contoh 1:

Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

Membeli bahan baku dan lain — lain dari pabrikan Rp 100.000.000,00
Menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp.60.000.000,00

Pajak keluaran yang harus dipungut:

10% x Rp 60.000.000,00 = Rp 6.000.000,00

PPN yang lebih dibayar dalam masa pajak yang bersangkutan:

Rp 10.000.000,00 — Rp 6.000.000,00 = Rp 4.000.000,00

Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau
dapat diminta kembali (restitusi)

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak pajak
masukan, maka selisinnya merupakan pajak yang harus disetor ke kas negara

oleh PKP.

Contoh 2:

Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

Membeli bahan baku dan lain — lain dari pabrikan Rp 150.000.00,00

Menyerahkan BKP hasil produksi dengan harga jual Rp 200.000.000,00
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Pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar:
10% x Rp 150.000.000,00 = Rp 15.000.000,00

Pajak keluaran yang harus dipungut:

10% x Rp 200.000.000,00 = Rp 20.000.000,00

PPN yang masih harus disetor ke kas negara:

Rp 20.000.000,00 — Rp 15.000.000,00 = Rp 5.000.000,00
Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajib pajak digunakan
untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak, harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, dan/atau objek pajak dan/atau bukan objek pajak (Supramono
dan Damayanti, 2014:24). Adapun tata cara pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun
2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk
melaporkan dan mempertangungjawabkan jumlah pajak terutang dan

pembayarannya.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Dalam (Mardiasmo, 2018:35-36) Surat Pemberitahuan memiliki
fungsi bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya

terutang dan melaporkan tentang:
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1. Pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak Pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilaksanakan
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau;

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau objek pajak;

3. Harta dan kewajiban;

4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan
atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu)
Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

c. Jenis SPT
Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua (Sari, 201:190-191),
yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk masa
pajak.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

tahun pajak atau bagian tahun pajak

SPT meliputi:

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan

b. SPT Masa yang terdiri dari:

1. SPT Masa Pajak Penghasilan

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai.

d. SPT masa PPN
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Peraturan mengenai benuk, isi dan tata cara pengisisan dan
penyampaian SPT masa PPN dapat dikelompokkan berdasarkan kategori
PKP. Untuk Pemungutan PPN, ketentuan ini diatur dalam Peraturan
Direktur Jendral Pajak Nomor PER-147/PJ/2006. Sementara itu, untuk

PKP dibedakan menjadi dua, sebagai berikut.

1. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 sebagaimana

telah diubah dengan PER-29/PJ/2015 yang mengatur ketentuan untuk

PKP yang mengunakan mekanisme pengkereditan pajak masukan;

2. Peraturan Direktur Jedral Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan PER-10/PJ/2013 yang mengatur ketentuan
untuk PKP yang mengunakan pedoman pengkreditan pajak masukan.
Bentuk SPT masa PPN
Baik formulir SPT masa PPN 1111 maupun 1111 DM berbentuk
formulir kertas atau dokumen elektronik. Untuk formulir kertas dapat
diperoleh di Kntor Pelayanan Pajak terdekat atau digandakan sendiri oleh
PKP. Sementara itu, untuk SPT masa PPN berbentuk elektronik hanya
dapat dibuat dengan mebgunakan aplikasi, yaitu e-Faktur yang saat ini
baru diluncurkan oleh Direktorat Jedral Pajak.
Penyampaian SPT masa PPN
Cara penyampaian SPT masa PPN ditentukan oleh bentuk SPT
yang digunakan. Untuk formulir kertas harus disampaikan langsung ke
KPP atau dikirimkan melalui pos/kurir/jas ekspedisi dengan bukti
pengiriman surat. Sementara itu, untuk dokumen elektronik dapat

disampaikan dengan dua cara, yaitu dikirimkan seperti formulir kertas
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atau dikirim melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat

Jendral Pajak.

g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Pengenaan saksi administrasi berupa denda melakukan terhadap

(Sari 2013:204):

1.

2.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan pekerjaan
bebas atau kegiatan usaha;

Wajib Pajak orang pribadi yang bersetatus sebagai warga negara asing
yang sduah tidak lagi tinggal di Indonesia;

Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi
belum dibubarkan sesuai ddengan ketentuan yang berlaku;

Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Mentri Keuangan;

Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan anatara alain:
kerusuhan masala, kebakaran, ledakan bom atau aksi terosrisme,
perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi

penerimaan negara atau perpajakan.

9. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

a. Pengertian e-Faktur
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Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang
selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi
atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah
Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak.

Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena
Pajak yang diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, berikut

ini adalah 3 tahap yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menerapkan e-Faktur :

1. Tahap | : Mulai tanggal 1 Juli 2014, Wajib Pajak tertentu (diatur dalam
KEP-136/PJ/2014)  diwajibkan  menggunakan e-Faktur dalam
transaksinya.

2. Tahap Il : Mulai tanggal 1 Juli 2015, seluruh Pengusaha Kena Pajak
(PKP) di Jawa dan Bali diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur dalam
transaksinya.

3. Tahap Il : Mulai tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di
seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal

dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru.

Latar belakang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini
adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak,
diantaranya wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan

faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang
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terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena
beban administrasi yang begitu besar bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
sehingga suatu sitem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan
efisiensi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Pengusaha Kena Pajak

(PKP) itu sendiri.

Jika berbicara mengenai manfaat, dalam dunia modern tentu semua
aplikasi berbentuk elektronik sangat memberikan efisiensi bagi penggunanya.
Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun
penyimpanan hasil pekerjaan. Penerbitan Faktur Pajak tidak lagi membutuhkan
tanda tangan basah karena Faktur pajak elektronik ini menggunakan tanda
tangan digital (digital signature) berbentuk QR code, kemudian tidak ada
kewajiban untuk mencetak faktur pajak, serta aplikasi ini merupakan satu
kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selama ini

dilaporkan melalui e-SPT.

b. Dasar Hukum e-Faktur

Dasar hukum pembuatan e-Faktur sebagai berikut:

1. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8
Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.

2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara
Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012

tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka



Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau

Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.

4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur
Pajak berbentuk Elektronik.

c. Keuntungan Penerapan e-Faktur

Faktur Pajak merupakan alat bukti pungutan transaksi pembelian BKP
atau penerimaan JKP oleh PKP penjual dan pembeli. Aplikasi e-Faktur ini
diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan keuntungan dari
sisi penjual dan pembeli. Adapun keuntungan penerapan e-Faktur ini dapat

dilihat sebagai berikut:

Bagi Penjual :

Dapat menikmati kemudahan antara lain:

1. tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik.

2. e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya
cetak, dan biaya penyimpanan,

3. aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN

4. memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak
melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu
lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bagi Pembeli :

Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-
Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi

dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar.
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d. Tata Cara Pelaporan e-Faktur

Tata cara Pelaporan e-Faktur Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan

Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

1. e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat
Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal
Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah
ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-
Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur
Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah
Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal
Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

4. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal

Pajak bukan merupakan Faktur Pajak
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Gambar 11-1

Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur
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Sumber: Presentasi Sosialisasi e-Faktur,Ditjen Pajak,2014.

e. Tata Cara Penggunaan e-Faktur

Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur menurut Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan

Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah
Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak.



2. Untuk dapat menggunakan e-Faktur tersebut PKP dapat memperoleh
aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha
Kena Pajak (PKP) dikukuhkan.

3. Telah memiliki Sertifikat Elektronik.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang
memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan
status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dengan fungsi
Sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara
elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi
e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan

layanan lainnya.

4. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP),
saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum
penyerahan Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin
dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

tersendiri.

5. Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:



a. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;

b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada
orang pribadi pemegang paspor luar negeri;

c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa
dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan
Faktur Pajak.

6. e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan syarat
materiil dan formil pada faktur pajak standar.

7. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik.

8. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih
dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan
menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan
pada saat pembuatan e-Faktur.

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan,
sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar,
Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat
membuat e- Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik

yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

9. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Fakturnya telah
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dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan
pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak
yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi
atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat
Jenderal Pajak dengan mengajukan permintaan data e-Faktur ke
Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat
Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Jika dalam hal terjadi keadaan tertentu (peperangan, kerusuhan,
revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di
luar kuasa Pengusaha Kena Pajak) yang menyebabkan Pengusaha Kena
Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak
diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk Kkertas

(hardcopy)

10. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan PPN

dan PPnBM vyang telah disetor ke KPP tempat Pemungutan PPN terdaftar paling

lama akhir bulan berikutnya setelah Massa Pajak berakhir.

Tata cara melaporkan SPT Massa untuk masing-masing pemungutan adalah

sebagai berikut:

1.

Bendaharawan Pemerintahan dan Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara.
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Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107PUT.

Bendaharawan pemerintah dan KKPN harus tetap melaporkan
formulir 1107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat
pemungutan/penyetoran (NIHIL).

Apabila Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah
bertindaksebagai-kasirdari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek
inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang
bersangkutan melalui Bendahar. Yang diwajibkan untuk memungut
dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.

Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi, dan
kontraktor atau pemegang kuasa /pemegang izin pengusahaan
sumber daya panasbumi.

Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT dan
melampirkan Faktur Pajak lemmbar ke 3 dan SSP lembar ke5.

KKKS harus tetap melaporkan formulir 107 PUT apabila dalam satu
bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran(NIHIL)

Badan Usaha Milik Negara

Pelaporan dengan menggunakan Formulir-SPT Mssa PPN bagi
Pemungutan PPN(SPT 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam
bentuk elektronik (e-SPT).

BUMN wajib melampirkan daftar nominative Faktur Pajak dan Surat
Setoran Pajak.

Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungutan PPN tidak

melakukan pemungutan PPN atau PPBM, maka BUMN tetap harus
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menyampaikan induk SPT 1107 PUT dan mengsi dengan angka O

(nol) tanpa disertai LampiranSPT.

B. Hubungan E-Faktur Dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan
L/R

Sejak 1 juli 2016, PKP (pengusaha kena pajak) diindonesia wajib
membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan
SPT Masa PPN. Untuk membuat e-faktur, perusahaan harus memiliki sertifikat
elektronik yang dapat diperoleh langsung dari kantor dirjen pajak, tempat dimana
perusahaan dikukuhkan sebagai PKP. Setelah itu, perusahaan harus memastikan
bahwa faktur pajak yg diterima merupakan e-Faktur dan keterangan yang
tercantum didalamnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Pengaruh penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada laporan
keuangan dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi
pengaruhnya adalah pada jumlah perolehan laba pada periode yang
bersangkutan. Dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini akan
memperkecil besarnya laba perusahaan. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai akan
muncul sebagai Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan pajak masukan
dan pajak pengeluaran selama 1 (satu) tahun.

Contohnya:
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LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2018

C. Penelitian Terdahulu

LTr(:t Keterangan Jumlah

A. PEREDARAN BRUTO USAHA

01. Penjualan 10.985.030.000,00
B. HARGA POKOK PENJUALAN 9.658.418.541,00
C. LABA BRUTTO USAHA 1.326.611.459,00
D. BIAYA USAHA & ADMINISTRASI UMUM

01. Gaji, THR, dll Karyawan 317.950.000,00

02. Penyusutan 379.824.650,00

03. Biaya Kantor 19.112.300,00

04. Rekening Air & Listrik 6.277.300,00

05. Rekening Telepon 7.512.000,00

06. Biaya Rep & Pemeliharaan 74.623.500,00

07. Biaya Adm Bank + Bunga Pinjaman 20.646.652,11

08. Biaya Transport 86.927.800,00

09. Jumiah D { 01 s/d 09 } 912.874.202,11
E: LABA SEBELUM PAJAK[C-D] 413.737.256,89
F. PENDAPATAN JASA GIRO 156.192,63
G. Pajak Jasa Giro 28.607,80
H. Pajak Pertambahan Nilai 31.340.924,00
I PPh PASAL 25 FINAL 27.119.287,00
J. LABA TAHUN BERJALAN [ E+F-G-H-l ] 355404.63&

T
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|
PT.Wira Pratamd Gasindo

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Analisis penerapan e-

Faktur dalam prosedur dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN

sebagai berikut :



Tabel 11-1

Penelitian Terdahulu

Variabel yang

Tahu
n Peneliti Terkait Judul Hasil Penelitian
2018 Anzeli 1.Penerapan Analisis | 1.penerapan e-faktur
Maria penerapan | dalam pembuatan
2.Pelaporan e-faktur | faktur pajak pada
dalam CV.Wastu citra
3.e-Faktur prosedur | pratama sudah
4.SPT Masa dan berjalan dengan baik,
PPN pembuatan | adapun kendala yang
faktur pajak | sering dihadapi oleh
dan perusahaan dalam
pelaporan | menggunakan aplikasi
SPT masa | e-faktur masih bisa
PPN pada | diatasi hanya saja
CV.Wastu | perlu perhatian yang
Citra lebih, khususnya
Pratama. | dalam jaringan

internet yang
terkadang lambat atau
tidak mendukung
sehingga dalam
mengupload faktur
pajak sering gagal.

2.dalam hal penerapan
e-faktur dalam
pelaporan spt masa
ppn masih sama
sebelum dengan
adanya e-faktur
namun saja dalam
pembuatannya
dilakukan dalam satu
aplikasi e-faktur.
Namun, dalam
pelaporannya
perusahaan
menggunakan e-
filling dan dalam
pelaporannya masih
ditemukan adanya
keterlambatan dalam
pelaporannya.
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2015 | Rifaldi
Josua

Muaja

1.Penerapan
2.Perencanaan

3.SPT Masa
PPN

Analisis
penerapan
perencanaan
pajak pada
wajib pajak
badan di
PT.Elsadai
Servo Cons.

1. PT Elsadai Servo Cons
tidak menerapkan
perencanaan pajak

2. Penerapan
perencanaan pajak dapat
mengefisiensikan
pembayaran pajak
penghasilan

3. Jika PT Elsadai Servo
Cons menerapkan
perencanaan pajak
dengan dua strategi yang
sudah dibahas dalam
pembahasan sebelumnya,
maka perusahaan dapat
mengefisiensikan pajak
sebesar Rp 31.250.000
hasil tersebut di dapat
dari pajak yang
seharusnya dibayar jika
tidak menggunakan
perencanaan pajak yaitu
Rp 390.411.897
dikurangkan dengan total
pajak setelah menerapkan
perencanaan pajak Rp
359.161.897

C. Kerangka Berpikir

38

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke

konsumen. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ini sendiri di atur dalam

undang-undang No.42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ketika

adanya penjualan dan pembelian antara produsen ke konsumen. Setiap terjadinya

transaksi penjualan dan pembelian pihak akuntan akan melakukan proses

penjurnalan dari setiap penjualan dan pembelian yang ada.
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Seorang Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan atas Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak
tersebut berperan sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pembuatan faktur pajak tidak dapat dilakukan
dengan semena-mena. Pengaturan pembuatan faktur pajak diatur dalam pasal 13
ayat (1a) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Dalam praktiknya, sebelum adanya
sistem e-Faktur pembuatan faktur pajak dapat dilakukan dengan semena-mena dan
bahkan seseorang yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dapat membuat
Faktur Pajak dengan bebas dan menerbitkan Faktur Pajak yang fiktif/palsu. Faktur

yang dilaporkan tersebut sering mengalami banyak dinamika kesalahan.

Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah
menyediakan aplikasi khusus untuk membuat Faktur Pajak yang secara otomatis
dapat terhubung dengan pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai secara elektronik (e-SPT Masa PPN). Hal ini dilakukan agar
keamanan dan keaslian Faktur Pajak terjamin yang sekaligus merupakan proteksi
bagi Pengusaha Kena Pajak dan mempermudah Wajib Pajak khususnya
Pengusaha Kena Pajak dalam membuat e-SPT Masa PPN. Hal ini juga dilakukan
DJP sebagai bentuk modernisasi perpajakan yang berguna memperbaiki diri dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi reformasi kebijakan,
reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Hal ini juga didukung oleh

perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih.

Aplikasi tersebut dinamakan e-Faktur. E-Faktur atau Faktur Pajak berbentuk
elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem

elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
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Pengertian tersebut dicantumkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak
Berbentuk Elektronik. Faktur pajak jenis ini diberlakukan dengan tujuan
terhubung langsung secara otomatis dengan pembuatan e-SPT Masa PPN
sehingga pemungutan PPN dan transaksi mudah dicek, menghindari Faktur Pajak
yang tidak valid, keamanan dari segi data terjamin, menghemat biaya dan waktu,
serta mudah dan efisien dalam membuat Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN. Hal
ini tentu saja memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi
Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama
dalam pembuatan faktur pajak dan e-SPT Masa PPN. Namun, aplikasi e-Faktur
ini juga memiliki hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya antara lain masih
rendahnya pengetahuan teknologi masyarakat (SDM) sehingga masih banyak PKP
yang tidak mengerti cara mengoperasikan e-Faktur, dan server e-Faktur dari DJP
sering mengalami maintenance (perbaikan) sehingga penginputan e-Faktur
kadang memerlukan waktu yang lama, serta data yang telah di upload tidak dapat
diubah kembali. Berdasarkan pemikiran tersebut, seorang wajib pajak, dalam hal
ini Khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak cenderung akan memilih cara

pembuatan laporan yang mudah, praktis, dan sederhana.

Dalam mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi PPN dalam mencatat,
menghitung dan melaporkan nilai PPN yang akan disetorkan dapat dilihat dari
besarnya nilai penjualanyang terdapat pada SPT PPN dan Laba Rugi apakah
sudah sesuai dengan undang-undang No.42 tahun 2009.Adapun Kerangka

Berpikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini:



Akuntansi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)

A 4

[ e-Faktur ]
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tahun 2009
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada metodologi yang
digunakan, karena metodologi pada dasarnya adalah cara yang digunakan
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu pemilihan metodologi
perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian
deskriptif. Menurut sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui
data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

B. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

1. E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau system
elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh direktorat jendral
pajak yang digunakan oleh PKP untuk membuat SPT masa PPN dan
dokumen lainnya sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor
151/PMK.03/2013 dan berdasarkan peraturan direktorat jendral pajak
nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur

pajak berbentuk elektronik.
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2. Pajak pertambahan nilai Pajak adalah jenis pajak yang dikenakan atas
konsumsi dalam negeri (di dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang
maupun jasa. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di

dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur kepabeanan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di kota Medan dengan objek penelitian
yaitu PT.Wira Pratama Gasindo di jalan bakaran batu nomor 20B kelurahan

sei renggas Il kecamatan medan area Medan Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai November 2018 sampai dengan

Maret 2019.
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Tabel .111.1.

Rincian Waktu Penelitian

No

Waktu Penelitian

Kegiatan Aprils/d | Julis/d
November | Desember Januari Februari Maret

Juni Oktober

102(34 12 3412 3412 34 1| 2 34128341234

Pengajuan Judul

Penelitian

Penulisan Proposal

Bimbingan Proposal

Seminar Proposal

Penyusunan Skripsi

Bimbingan Skripsi

Sidang Meja Hijau

D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data
kuantitatif yaitu data- data yang berwujud angka-angka yang dapat
dioperasikan secara matematis.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

yaitu data yang didapatkan langsung dengan cara melakukan penelitian
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langsung ke perusahaan yang di teliti guna memperoleh atau mengumpulkan

data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

E Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini
antara lain dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu adalah merupakan
teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan seperti buku, dokumen yang
dimiliki oleh perusahaan, undang-undang, pendapat para ahli melalui
penghimpunan, pencatatan, dan pengolahan atas data-data peneliti untuk

mendapatkan data yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

F  Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis
Deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data-
data yang ada berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai,
kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga
dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk
menarik penalaran yang bersifat umum dari fenomena. Tahapan-tahapan analisis
data sebagai berikut:

1.  Mengumpulkan data data yang berkaitan dengan Analisis penerapan
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada penjulan yang terdapat di
laporan laba/Rugi dengan penjualan yang terdapat di SPT PPN,
dilakukan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana

perananan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Wira Pratama
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Gasindo.

Menganalisis pencatatan, perhitungan dan pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai yang di lakukan Perusahaan apakah sesuai dengan
Undang-Undang No. 42 Tahun2009.

Mengkonfirmasi kembali data-data yang diperoleh dengan
melakukan wawancara kepada kepala bagian pajak dan kepala
bagian keuangan di perusahaan PT. Wira Pratama Gasindo.
Menganalisis faktor yang menyebabkan selisih perhitungan pada
SPT PPN di perusahaan PT. Wira Pratama Gasindo

Mengambil kesimpulan hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1.  Deskripsi Objek Penelitian

PT.Wira Pratama Gasindo merupakan salah satu bentuk perusahaan yang
bergerak di bidang distributor gas elpiji baik itu dalam kemasan 12kg, 5,5kg
sampai dengan elpiji 50kg dengan menjadi agen (gas elpiji) langsung dari
PT.Pertamina. Pendiri perusahaan ini adalah Bapak Kuswira yang sekaligus
sebagai pemimpin perusahaan yang beralamatkan di jalan Jend.Ahmad Yani
No0.280 Labuhan Batu Rantau Prapat.

PT.Wira Pratama Gasindo adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada
tahun 2005, Berdirinya perusahaan ini berdasarkan surat izin usaha perdagangan
(SIUP) No: 503/030/BPMP2T/SIUP/2012 yang ditetapkan di Rantau Prapat pada
tanggal 01 Maret 2012.

PT.Wira Pratama Gasindo yang terletak di jalan Jend.Ahmad Yani No0.280
Rantau Prapat ini mendirikan sebuah kantor Accounting atau kantor pembukuan
yang beralamatkan di jalan Bakaran Batu No0.20B Kelurahan Sei Rengas 1l
Kecamatan Medan Area, Medan Sumatera Utara. Dimana semua aktifitas
perusahaan baik itu laporan harian dan transaksi-transaksi perusahaan yang
disusun dalam laporan keuangan dikirim ke kantor accounting yang berada
dimedan.

Sesuai dengan anggaran dasar, perusahaan bergerak dibidang dagang. Setiap

pejualan yang dilakukan perusahaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
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sebesar 10%. Perusahaan sebagai pengusaha kena pajak wajib yang memungut

PPN sebesar 10% pada saat terjadinya penjualan.

Perusahaan merupakan PKP dimana perusahaan ini setiap melakukan
pembelian dan penjualan BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan dan Pajak
Keluaran. Apabila melakukan penjualan maka akan ada Pajak Keluaran yang
dipungut perusahaan kepada pembeli sedangkan jika ada pembelian maka penjual
BKP akan memungut PPN kepada perusahaan yang disebut Pajak Masukan. Lalu
pajak masukan dan pajak keluaran ini akan diakumulasikan sehingga didapat
apakah PPN terhutang perusahaan kurang bayar atau lebih bayar yang dibuktikan

dengan keluarnya SPT Masa PPN.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini ditekankan
pada analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009.
Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan
Nilai pada PT.Wira Pratama Gasindo dengan Penerapan Akuntansi Pajak
Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Objek penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi dan Perhitungan
Pajak Pertambahan Nilai serta penerapan faktur pajak masukan pada SPT Masa
PPN Periode Januari 2018 s/d Desember 2018 pada PT.Wira Pratama Gasindo

sebagai alat analisis yang digunakan.

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN

yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%)

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan:
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Penjualan Rp 10.985.030.000,-

PPN 10% X Rp 10.985.030.000,- Rp 1.098.503.000,-

a.

Pajak Masukan

Pajak Masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian
terhadap BKP atau JKP atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak
masukan sebesar 10% dari harga beli barang atau jasa tersebut.

Pajak Keluaran

Pajak Keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan
terhadap BKP atau JKP atas penjualan tersebut perusahaan melakukan
perhitungan pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa

tersebut.
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Deskripsi Data Penelitian

Tabel IV.1

PT. WIRA PRATAMA GASINDO

LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2018

3:1" Keterangan Jumlah

A. PEREDARAN BRUTO USAHA

01. Penjualan 10.985.030.000,00
B. HARGA POKOK PENJUALAN 9.658.418.541,00
C. LABA BRUTTO USAHA 1.326.611.459,00
D. BIAYA USAHA & ADMINISTRASI UMUM

01. Gaji, THR, dil Karyawan 317.950.000,00

02. Penyusutan 379.824.650,00

03. Biaya Kantor 19.112.300,00

04. Rekening Air & Listrik 6.277.300,00

05. Rekening Telepon 7.512.000,00

06. Biaya Rep & Pemeliharaan 74.623.500,00

07. Biaya Adm Bank + Bunga Pinjaman 20.646.652,11

08. Biaya Transport 86.927.800,00

09. Jumiah D { 01 s/d 09 } 912.874.202,11
E LABA SEBELUM PAJAK[C-D] 413.737.256,89
= PENDAPATAN JASA GIRO 156.192,63
G. Pajak Jasa Giro 28.607,80
H. Pajak Pertambahan Nilai 31.340.924,00
l. PPh PASAL 25 FINAL 27.119.287.00
J. LABA TAHUN BERJALAN [ E+F-G-H-l ] 355.404.630.72

ok

i

Medan, 11 April 2019

\

[ p |~
(PT.Wira FﬂVtam Gasindo )
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Tabel 1V.2
Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri
Dengan Faktur Pajak

PT.Wira Pratama Gasindo

Tahun 2018
NO. PERIODE PPN KELUARAN

1 | Januari Rp 1.257.499.900
2 | Februari Rp 477.418.630
3 | Maret Rp 660.925.000
4 | April Rp 924.591.703
5 | Mei Rp 730.577.320
6 | Juni Rp 799.590.929
7 | Juli Rp 579.908.197
8 | Agustus Rp 543.310.909
9 | September Rp 1.053.033.026
10 | Oktober Rp 705.426.823
11 | November Rp 1.044.287.965
12 | Desember Rp 893.454.682

Total Feb - Des >> Rp 8.412.525.184

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perbandingan

perhitungan penjulan laba/rugi dengan perhitungan penjualan SPT PPN.
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Tabel 1V.3
Perbandingan Penjualan Laba/Rugi dengan Penjualan SPT PPN
PT. Wira Pratama Gasindo

Untuk Periode 31 Desember 2018

Keterangan 2018
Penjualan Pada Laba Rugi 10.985.030.000
Penjualan Pada SPT PPN 8.412.525.184
PPN 10% (Menurut Pajak) 1.098.503.000
PPN 10% Pada SPT PPN 841.252.518
Selisih PPN 257.250.482

Dari tabel diatas terlihat jelas hasil Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak di
tahun 2018 ada selisih di pencatatan PT.Wira Pratama Gasindo jika dihitungkan

10% yang telah ditetapkan oleh perpajakan.

Pada Tahun 2018 perhitungan DPP PT.Wira Pratama Gasindo Rp
8.412.525.184,- x 10% = Rp 841.252.518, sedangkan hasil PPN menurut Pajak
yang sebenarnya sebesar Rp 1.098.503.000,- selisih Rp 257.250.482,-
perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT.Wira Pratama Gasindo salah
karna perusahaan melakukan kurang bayar sehingga perhitungan dan
pencatatannya berbeda dan ada selisih diantaranya.

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perhitungan Nilai Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan.
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Tabel 1V .4
Daftar Perhitungan PPN yang dibayarkan
PT. Wira Pratama Gasindo

Untuk Periode Selama 3 Bulan September,Oktober dan November 2018

Transaksi September Oktober November

1 | PPN Masukan 96.742.282 64.185.427 94.784.878

Penyerahan
dalam negri
3 | dengan Faktur 39.120.247 53.366.725 60.292.524
Pajak yg

digunggung.

PPN yang

. 8.561.018 6.357.254 9.643.916
dibayar

Dari daftar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan diatas
terlihat PPN Keluaran lebih besar dai pada PPN Masukan, selisih dari PPN
tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara
oleh Perusahaan. Kesalahan dalam membuat SPT PPN memang kerap terjadi,
tentu hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu cara pembetulan SPT PPN
kurang bayar. Pembetulan SPT Masa PPN bisa saja terjadi karena adanya faktur
pajak pengganti, retur, pembatalan faktur, dan terlambatan penerbitan faktur
pajak. Seperti pada SPT Masa PPN dibulan Oktober 2018 terdapat SPT Masa
PPN Pembetulan Ke 1 yang dikarenakan adanya satu Faktur Pajak Masukan
Bulan Oktober yang lupa di input ke E-Faktur sehingga menyebabkan adanya

selisih jumlah pajak kurang bayar yang harus di kompensasikan ke masa pajak
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bulan November 2018 sebesar Rp.820.000,- yang dapat dilihat pada lampiran

proposal ini.

Berdasarkan data yang di analisis terjadi kekeliruan perhitungan dan
penginputan jumlah barang kena pajak (BKP) perusahaan tersebut mulai dari
bulan januari sampai dengan desember 2018. Hal tersebut menyebabkan
timbulnya selisih pajak kurang bayar sebesar Rp. 257.250.482,- (dua ratus lima
puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapa puluh dua rupiah).
Kesalahan ini terjadi akibat perusahaan melaporkan jumlah DPP tidak sesuai
dengan data penjualan yang sebenarnya yang tertera pada laporan laba rugi.
Akibat kesalahan tersebut, perusahaan dapat saja dianggap telah menyelewengkan
pajak perusahaan atas BKP, hal ini dapat menimbulkan kerugian tentunya bagi

pihak negara dan juga perusahaan.

B. Pembahasan
1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Wira Pratama
Gasindo.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk memberikan
informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan
melaporkan pajak pertambahan nilai yang terhutang. Dalam hal ini penulis
ingin mengetahui apakah PT.Wira Pratama Gasindo telah memenuhi
kewajiban dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan Undang-
Undang Nomor 42 tahun 2009 yang berisi tentang dasar pembukuan PPN

sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal,



55

penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat
dihitung besarnya pajak terutang PPN dan peraturan tentang pengenaan
PPN yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini perusahaan sudah melakukan pembukuan
sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan ketentuan Pajak
pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009
namun penelitian ini masih terdapat kekurangan, peneliti menemukan
adanya perbedaan penentuan nilai penjualan yang menjadi dasar pencatatan
transaksi penjualan pada akuntansi PPN yang berdasarkan harga jual pada
SPT PPN dengan laporan laba rugi, sehingga akan munculnya salah
informasi understated dan overstated dalam hal pelaporan dan penyetoran
PPN terhutangnya. Sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap
nilai penjualan sebelum melakukan pelaporan. Hal ini ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Riki Ardillah (2017) pada PT. Asri
Pembangunan Catur Karya Cipta dimana peneliti memberi kesimpulan
bahwa masih adanya kekurangan dalam perlakuan akuntansi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) karena adanya perbedaan nilai penjualan tersebut.

Jika jumlah pendapatan atau penjualan yang terdapat di laporan
Laba Rugi terjadi perbedaan dengan jumlah penjualan atau pendapatan yang
terdapat di SPT Masa PPN (1111) maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak)
akan menerbitkan surat equalisasi (penyamaan) dalam meminta data ke
wajib pajak.

Jika jumlah pendapatan di laporan laba rugi lebih besar dari pada

jumlah pendapatan di SPT Masa PPN maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak)
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akan mengejar jumlah PPN yang kurang bayar tersebut. Dan jika jumlah
pendapatan di laporan laba rugi lebih kecil dari pada jumlah pendapatan di
SPT Masa PPN maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan mengejar PPh
Pasal 29 (PPh kurang bayar tahunan).

Dalam pelaksanaan penerapan pajak pertambahan nilai PT.Wira
Pratama Gasindo seharusnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai
dengan undang — undang pajak pertambahan nilai (PPN) no. 42 tahun 2009
yaitu:

a. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak
(BKP) ataupun jasa kena pajak (JKP)

b. Memungut PPN sebesar 10% dari nilai dasar pengenaan pajak (DPP)
dan transaksi atas penyerahan BKP atau JKP

c. Menyetorkan pajak terutang ke kas negara selambat — lambatnya pada
akhir bulan atau pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya
masa pajak.

d. Menyampaikan laporan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN)
dengan surat pemberitahuan masa (SPT-Masa) dalam jangka waktu
paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

e. Melakukan pembukuan untuk setiap faktur pajak yang diterbitkan atau
dikeluarkan.

f. Menyimpan seluruh berkas dengan rapi dan teratur.
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2. Faktor- Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam menentukan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar.

Setelah dilakukan analisis terhadap nilai penjualan yang dilakukan
perusahaan yang tertera pada laba rugi dan SPT PPN ternyata terdapat
perbedaan nilai yang sangat mencolok pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.

257.250.482,- Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

a. Jarak antara Penjualan dan Pembuatan Faktur Pajak

Pembuatan Faktur Pajak Masukan yang dilakukan oleh PT.Wira
Pratama Gasindo diakui berjarak hampir sebulan setelah dilakukannya
penjualan untuk melakukan penagihan kepada pembeli. Hal ini tidak
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 11 ayat 1
yang menyatakan bahwa PPN terhutang diakui pada saat Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak diserahkan kepada customer , sehingga jarak
antara penjualan dan pembuatan faktur pajak yang terlalu lama di
khawatirkan dapat mengakibatkan nilai penjualan yang terdapat pada
laporan laba rugi dengan SPT masa PPN akan menghasilkan hasil yang

berbeda.

b. Perbedaan perhitungan PPN dengan Laporan Laba Rugi

Adanya perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang di lakukan oleh PT.Wira Pratama Gasindo pada SPT Masa PPN
tahun 2018 sebesar Rp. 257.250.482,-. Yang dimana Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) PPN keluaran tahun 2018 pada SPT Masa PPN yaitu sebesar

Rp.8.412.525.184,- dengan nilai PPN 10% nya adalah sebesar
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Rp.841.252.518,- dan jika dihitung sesuai dengan peraturan Undang-
Undang Nomor 42 tahun 2009 Yaitu 10% dari DPP atau dari angka
penjualan yang tertera pada laporan laba rugi adalah senilai
Rp.10.985.030.000,- x 10% = Rp.1.098.503.000,- akan tetapi pada SPT
PPN yang tercantum sebesar Rp.841.252.518,- sehinggah selisih dari
perhitungan tersebut sebesar Rp.257.250.482,-. Dari data tersebut terlihat
jelas bahwa adanya perbedaan antara angka penjualan yang terdapat di
laporan laba rugi dengan yang tertera di SPT Masa PPN tahun 2018,
sehingga terdapat penerapan pajak pertambahan nilai yang salah dan

tidak sesuai dengan Undang — undang No 42 Tahun 2009.

3. Faktor — Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur
pajak masukan pada PT.Wira Pratama Gasindo.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil penelitian ini
kesalahan dalam penerapan SPT Masa PPN bulan oktober 2018 yang
ditandai dengan adanya SPT Masa PPN pembetulan Ke 1 disebabkan oleh
adanya PPN masukan yang tidak di input ke aplikasi E-faktur oleh
karyawan bagian perpajakan dengan alasan lupa dan berkas terselip.

Kecenderungan ketidaktelitian ini jika tidak diantisipasi akan
menjadi kelupaan yang berkelanjutan. Mungkin dengan sudah melaporkan
SPT Masa PPN yang tidak benar namun tepat waktu, wajib pajak tidak
perlu melakukan perbaikan. Padahal yang perlu diketahui dari wajib pajak
ialah informasi transaksi wajib pajak bisa diketahui dari segala sumber.

Jika dalam pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak tidak terdapat suatu
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transaksi pajak keluaran tertentu, dapat dilakukan pengecekan lewat SPT
Masa PPN lawan transaksi. Lawan transaksi yang melaporkan pajak
masukkan dengan wajib pajak tersebut, menjadi trigger awal sebagai dasar
diterbitkannya surat klarifikasi kepada wajib pajak.

Dalam tahap wajib pajak mau beriktikad baik maka pelunasan akan
kurang bayar SPT Masa PPN menjadi solusinya. Namun jika sebaliknya
maka dapat diusulkan untuk dilaksanakan pemeriksaan. Perilaku kooperatif
dari wajib pajak menjadi dasar yang diperlukan dalam klarifikasi atas
kesalahan administrasi perpajakan yang menimbulkan pajak yang kurang
dibayar. Lebih lanjut, wajib pajak juga perlu memahami hal lain lagi.
Selain terdapat nilai pajak yang kurang dibayar, atas jatuh tempo
pembayaran nilai pajak yang terlewati ini akan dikenakan sanksi sebesar 2
persen setiap bulannya. yang Perlu Dilakukan agar Teliti Lapor SPT Masa
PPN Pertama wajib pajak, harus mengidentifikasi lawan transaksinya.
Apakah bekerja sama dengan pemerintah, BUMN, ataupun dengan wajib
pajak lain. Tanggal penerbitan e-faktur pun harus sesuai antara tanggal
penyerahan atau tanggal penyerahan tagihan, dihitung yang paling cepat.
Kedua, menjadi PKP mau tidak mau Kita harus tegas terhadap lawan
transaksi. Karena kita ingin mematuhi prosedur pelaporan PPN yang benar
maka permintaan untuk memundurkan penerbitan e-faktur harus kita tolak.
Tindakan salah tersebut jika kita ikuti akan mempersulit diri kita sebagai
wajib pajak nantinya. Ketiga, untuk mencegah adanya faktur penggantian
maupun pembatalan, lebih bijak jika kita mengkonfirmasi ulang di awal

sebelum faktur diterbitkan. Atas jenis barang yang diminta maupun
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jumlahnya, harus dikonfirmasi dengan jelas sehingga tidak timbul adanya
kesalahan.

Keempat, jangan pernah bosan mengecek faktur sebelum
dilaporkan. Walaupun sebenarnya pembetulan itu tidak akan memberatkan
Kita jika tidak timbul nilai kurang bayar dalam pajak. Namun jika kondisi
tersebut sebaliknya maka lebih baik jangan terlalu cepat membentuk SPT
Masa PPN kita, dengan catatan juga jangan sampai terlambat untuk
melaporkan. Teliti lagi dan pastikan setiap transaksi telah sesuai dan benar.
Melihat satu hal penting di atas mungkin banyak wajib pajak yang
mengalaminya. Merasakan kebingungan atas kesalahan administrasi
perpajakan yang dilaporkan. Namun, sudah jelas bahwa terdapat solusi
untuk menyelesaikannya dan bahkan bisa mencegahnya. Diperlukan
keterbukaan dari wajib pajak jika ingin lepas dari permasalahan ini. Karena
sebagai pegawai pajak akan senang hati menjelaskan informasi prosedur
perpajakan jika wajib pajak bisa kooperatif dan tanggung jawab atas

pelaporan perpajakannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil data dan pembahasan pada PT.Wira Pratama
Gasindo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan nilai penjualan
pada laba rugi dengan SPT PPN, yang pertama adanya perbedaan saat
penyerahan Barang dengan saat pembuatan faktur, adanya perbedaan
perhitungan pajak.

2. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan
sudah sesuai dengan dasar pembukuan menurut Undang-Undang Nomor
42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, dimana pada
penelitian ini peneliti menemukan adanya perbedaan nilai penjualan
pada Laporan Laba Rugi dengan SPT PPN.

3. Adanya perbedaan perhitungan PPN keluaran pada tahun 2018 sehingga
membuat nilai penjualan pada laporan laba rugi tidak sesuai dengan nilai
penjualan pada SPT PPN.

4. Adanya kesalahan dalam penerapan e-Faktur yaitu pada penginputan
faktur pajak masukan bulan oktober 2018 ada satu faktur pajak masukan
senilai Rp.820.000,- yang lupa di input sehingga menyebabkan adanya

selisih nilai kurang bayar pada SPT Masa PPN bulan oktober 2018.
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B. Saran

Dari hasil analisis dan hasil temuan temuan data maka penulis akan
memberikan saran-saran yang membangun bagi perusahaan dan bagi peneliti
selanjutnya sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan lebih teliti dalam perlakuan akuntansi pajak
pertambahan nilai dalam menentukan nilai penjualan yang berdasarkan
harga jual agar terdapat kesetaraan antara nilai penjualan di SPT PPN
dengan laporan laba rugi.

2. Perusahaan diharapkan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) harus konsisten berdasarkan Undang-Undang Nomor.42
Tahun 2009 yang berlaku.

3. bagi karyawan yang ditempatkan dibagian pajak harus selalu mengikuti
pelatihan atau selalu berkonsultasi dengan AR (Account Receivable)
bersangkutan dan update peraturan terbaru tentang perpajakan terutama
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Terdapat keterbatasan data dalam penelitian ini, sehingga untuk peneliti
selanjutnya diharapkan lebih melengkapi data yang tidak diperoleh peneliti

dalam penelitian ini.
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Pratama Gasindo

Dosen Pembimbing . H. Januri., SE., MM., M.Si
Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UMSU.

2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkanya surat Penetapan
Dosen Pembimbing Skripsi.

3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan » BATAL ” bila tidak selesai sebelum Masa
Daluarsa tanggal : 17 Desember 2019

Wassalamu 'alaikum Warahmartullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Rabiul Akhir 1440 H
17 Desember 2018 M

FANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :
1. Wakil Rektor — II UMSU Medan.
2. Pertinggal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi IESP
Akreditasi B : Program Studi Dill Manajemen Perpajakan



UMSU

Un"u” c.rdl!| Terpercayg

la menjawab surat ini agar disebutkan
ymor dan tanggalnya

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATE_RA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : http/www.umsu.ac.id  Email : rektor@umsu.ac.id

: 8179 /11.3-AT/UMSU-05/ F /2018 Medan,06 Rabiul Akhir 1440 H
$ - 14 Desember 2018 M
: IZIN RISET

Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Wira Pratama Gasindo
JIn. Bakaran Batu No. 20B

Medan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ;

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon
kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di
Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

tersebut adalah:

Nama

NPM
Semester
Program Studi

: Irma Rahmadani Harahap
: 1505170092

: VII (Tujuh)

: Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan

2. Mahasiswa
3. Pertinggal.




PT. WIRA PRATAMA GASINDO

JL.Baka(an Batu No. 20B Medan

Medan, 08 Februari 2019
Nomor :062/WPG/2019
Lampiran :--
Perihal : Balasan Izin Riset
KepadaYth,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di - Medan.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara Nomor :8179/11.3-AU/ UMSU-05/F /2018 Tanggal 14
Desember 2018 Perihal Izin Riset, maka bersama dengan surat ini kami bersedia
memberi kesempatan izin Riset/Penelitian kepada mahasiswi di bawah ini :

No. Nama | NPM Jurusan
1. Irma Rahmadani Harahap 1505170092 Akuntansi

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Wira Pratama Gasindo

i

|PT.WIpA PR ATAMABASINGD
pa

BAHARI
Manajer



¥

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : http//www.umsu.ac.id  Email : rektor@umsu.ac.id

, surat ini agar dis
* dan tanggainya - & y
Nomor : 3494 /I1.3-AU/UMSU-05/F/2019 Medan, 11 Muharram 1441 4
Lamp. - 11 September 2019 M
Hal : MENYELESAIKAN RISET
Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan

PT. Wira Pratama Gasindo
JIn. Bakaran Batu No. 20B
Medan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang

Bapak/Ibu pimpin, guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V, dan

Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Irma Rahmadani Harahap

NPM : 1505170092

Semester : IX (Sembilan)

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi * Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak Dan

Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT. Wira Pratama Gasindo

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tembusan :

1. Wakil Rektor — II UMSU Medan
2. Pertinggal.

Akreditasi A : Program Studi-Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
[ Akreditasi B : Program Studi DIl Manajemen Perpajakan



PT. WIRA PRATAMA GASINDO

* JL.Bakaran Batu No. 208 Medan

-

Medan, 10 September 2019
Nomor : 0865/ WPG/2019
Lampiran :--
Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset
KepadaYth,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di - Medan.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara Nomor :8179/11.3-AU/UMSU-05/F /2018 Tanggal 14
Desember 2018 Perihal Izin Riset, maka bersama dengan surat ini kami menerangkan
bahwa mahasiswi di bawah ini :

No. Nama NPM Jurusan
1. Irma Rahmadani Harahap 1505170092 Akuntansi

Telah selesai melakukan riset di PT.Wira Pratama Gasindo Jalan Bakaran Batu
Nomor 20B Medan selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2018
sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 untuk memperoleh data dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan E-Faktur Prosedur dan
Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT.Wira Pratama
Gasindo”.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Wira Pratama Gasindo

| PT. WiR{ PR ATAMA GASINDD |

B

BAHARI
Manajer




PT. WIRA PRATAMA GASINDO

LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2018

Sr%'t Keterangan Jumiah

A. PEREDARAN BRUTO USAHA

01. Penjualan 10.985.030.000,00

HARGA POKOK PENJUALAN 9.658.418.541,00

LABA BRUTTO USAHA 1.326.611.459,00
D. BIAYA USAHA & ADMINISTRAS! UMUM

01. Gaji, THR, dll Karyawan 317.950.000,00

02. Penyusutan 379.824.650,00

03. Biaya Kantor 19.112.300,00

04. Rekening Air & Listrik o 6.277.300,00

05. Rekening Telepon 7.512.000,00

06. Biaya Rep & Pemeliharaan 74.623.500,00

07. Biaya Adm Bank + Bunga Pinjaman 20.646.652,11

08. Biaya Transport 86.927.800,00

09. Jumiah D {01 s/d 09 } 912.874.202,11
E: LABA SEBELUM PAJAK[C-D] 413.737.256,89
F. PENDAPATAN JASA GIRO 156.192,63
G. Pajak Jasa Giro 28.607,80
H. Pajak Pertambahan Nilai 31.340.924,00
. PPh PASAL 25 FINAL 27.119.287,00
J. LABA TAHUN BERJALAN [ E+F-G-H-l ] 355.404.630,72

/

Medan, 11 Aprilﬁmg
A

PLYR adMACASNDD
FI/ 7 Q »
( PT.Wira Pratamd Gasindo

\\
4

\




- PT.WIRA PRATAMA GASINDO
LAPORAN REKAPPENJUALAN

01-01-2018 S/D 31-01-2018

‘gl. Cetak : IR - 04-09-2019 (16:59:52) Hal : 40/ 40
TANGGAL : 31-01-2018 "

TANGGAL NO. FAKTUR PELANGGAN TUNAI KREDIT
31-01-2018 JL-18011028 UD. HARAHAP 159.000 B
31-01-2018 JL-18011029 Sofyan 266.000 &
31-01-2018 JL-18011030 Sofyan 134.000 8
31-01-2018 JL-18011032 OUTLET 480.000 -
31-01-2018 JL-18011033 Ameng 1.729.000 -
31-01-2018 JL-18011034 OQUTLET 80.000 =
31-01-2018 058569 PT. SUMBER SAWIT NUSANTARA - 3.025.000
31-0i-2018 058581 Bengkel Semangat Jaya - 1.216.000
31-01-2018 JL-18011037 KARSO - 1.120.000
31-01-2018 JL-18011038 OUTLET 60.000 =
31-01-2018 JL-18011039 Kontan 30.000 s
31-01-2018 058570 ASTI 371.000 &

[ 31-01-2018 058571 GARUDA BARU 530.000 -
31-01-2018 058580 RM.Sederhana - 650,000
31-01-2018 058579 France Bakery 1.523.500 -

‘ 31-01-2018 058582 TK .Aroma 2 924.000
31-01-2018 058578 SUKA JAYA 133.000 Gl
31-01-2018 058587 SPBU A.Nabara 2 667.500 s
31-01-2018 058589 BINTANG ELEKTRONIK 528.000 &
31-01-2018 058590 GALON BULU CINA 1.320.700 2
31-01-2018 058591 FAMILI TANI 399.000 -
31-01-2018 058586 SPBU A.Nabara 652.500 -
31-01-2018 058588 HERI 532.000 -
31-01-2018 058583 Kontan 60.000 -
31-01-2018 JL-18011053 Kontan 30.000 -
31-01-2018 JL-18011054 Kontan 30.000 -
31-01-2018 JL-18011055 PT.Torganda 2.310.000 -
31-01-2018 058540 ALT N 6.550.000
31-01-2018 JL-18011057 QUTLET 2.130.000 -

SUB TOTAL [ 31-01-2018] : 14.155.200 13.485.000
GRAND TOTAL : 845.654.900 411.845.000




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAaMAPKP @ PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA: 02 5402 2018 o Tmeus 01 5412
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 477.418.630,00 Rp. 47.741.863,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
% Jumlah (A1 +1A2+1A3+1A4+|A5) Rp. 477.418.630,00 g, 47.741.863,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
i—-
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 477.418.630,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 47.741.863,00
o c
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 51.042.820,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. -3.300.957,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
=g
:;';’; G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _ (dd-mm-yyyy) NTPN :
o § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir I1.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=
= E_ diminta untuk 434 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
T c mm-yyyy)
25 32 [_] Dikembalikan (Resiiusi S
g8
E 1] Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E é atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE 1ll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
S = 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
w2 B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
Fo
=] )
E = C.PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V.B) Rp. 0,00
o
=N D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
2 % E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan {V.C - V.D} Rp. 0,00
c
5
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E E 5 | VI. KELENGKAPAN SPT
2
s38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formuiir 111182 [ | SSPPPNO__lembar [ ] Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 30-04-2018
; (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB |

{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

NAMAPKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA 1 02 54 02 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 0,00 0,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 477.418.630,00 47.741.863,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri D 477.418.630.00 47.741.863.00 000
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dar pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 510.428.245,00 51.042.820,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C.| Veianal Fastitas 234.182.852,00 23.418.285,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + IL.B + II.C) 744.611.097,00 74.461.105,00 0,00
lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 51.042.820,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _— - — (mm-yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 0,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIL.A + 11l.B.4) @ 51.042.820,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAaMAPKP @ PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA: 03 sd03  -2018 tmngu: 01 5412
(mm-mm-yyyy)
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 660.925.000,00 Rp. 66.092.500,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
= Jumlah (A1 +1A2+1A3+1A4 + A5) Rp. 660.925.000,00 g, 66.092.500,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
=
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 660.925.000,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 66.092.500,00
o c
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 63.863.247,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. 2.229.253,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
g
:;';’; G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _30/04/18 0:00 {dd-mm-yyyy) NTPN:  2A8AA43IIN9HDTNS
e § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir IL.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=
S E diminta untuk i3 |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
= mm-yyyy)
=3 32 [ pikembalikan (Restitusi) e L
g8
E 2 Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E § atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE lll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
St 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_— >
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
TS .
E = C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V/B) Rp. 0,00
o
2% D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
25 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D Rp. 0,00
= g atau (lebih) bay p { ) p
c
=
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E E T | VI. KELENGKAPAN SPT
2
e38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSPPPNL__lembar [ | Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 02-05-2018
) (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

MNAMAPKP 1 PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA : 03 sd 03 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 0,00 0,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 660.925.000,00 66.092.500,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri D 660.925.000.00 66.092.500.00 000
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B.| Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 605.622.947,00 60.562.290,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + ILB + IL.C) 605.622.947,00 60.562.290,00 0,00

. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 60.562.290,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 3.300.957,00
2. Kempensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak " . ! (mm-yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 3.300.957,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (lIlLA + 1Il.B.4) @ 63.863.247,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAMAPKP  : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA:O4 5004 2018 o Tmeus 01 5412
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 924.591.703,00 Rp. 92.459.166,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
= Jumlah (LA 1+ 1A2+1A3+ A4 + |A5) Rp. 924.591.703,00 g, 92.459.166,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
=
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 924.591.703,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 92.459.166,00
o c
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
SE C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 93.191.428,00
o 2
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. ~732.262,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
g
:;';’; G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _ (dd-mm-yyyy) NTPN :
e § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1[ X | Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
§ E Oleh 121 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
2
2 E diminta untuk i3 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
= mm-yyyy)
=3 32 [ pikembalikan (Restitusi) e L
g8
E 2 Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E § atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE lll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
St 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
TS .
E = C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V/B) Rp. 0,00
o
2% D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
2 % E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan {V.C - V.D} Rp. 0,00
c
=
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E E T | VI. KELENGKAPAN SPT
2
e38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formuiir 111182 [ | SSPPPNO__lembar [ ] Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 18-05-2018
) (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

NAMAPKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA 104 54 04 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 475.335.743,00 47.533.570,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 449.255.960,00 44.925.596,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri D 924.591.703.00 92.459.166.00 000
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dar pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 931.914.333,00 93.191.428,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + IL.B + II.C) 931.914.333,00 93.191.428,00 0,00
lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 93.191.428,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _— - — (mm-yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 0,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIL.A + 11l.B.4) @ 93.191.428,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAaMAPKP @ PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA: 05 sd05  -2018 tmngu: 01 5412
(mm-mm-yyyy)
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 730.577.320,00 Rp. 73.057.727,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
= Jumlah (A1 +1A2+1A3+1A4 + A5) Rp. 730.577.320,00 g, 73.057.727,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
=
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 730.577.320,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 73.057.727,00
o c
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
SE C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 72.307.271,00
o 2
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. 750.456,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
g
:;';’; G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _08/06/18 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN:  B6A4EE2MGSTC68208
e § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir IL.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=
S E diminta untuk i3 |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
= mm-yyyy)
=3 32 [ pikembalikan (Restitusi) e L
g8
E 2 Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E § atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE lll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
St 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_— >
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
TS .
E = C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V/B) Rp. 0,00
o
2% D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
25 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D Rp. 0,00
= g atau (lebih) bay p { ) p
c
=
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E E T | VI. KELENGKAPAN SPT
2
e38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSPPPNL__lembar [ | Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 08-05-2018
) (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

MNAMAPKP 1 PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA : 05 sd 05 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 143.803.520,00 14.380.347,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 586.773.800,00 58.677.380,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. PEWETB"IBI’I yang FPM atau PPN dan PPI‘IBM-I'I}{B harus dipungul sendiri D 730.577.320.00 73.057.727.00 0.00
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B.| Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 715.750.129,00 71.575.009,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + ILB + IL.C) 715.750.129,00 71.575.009,00 0,00

. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 71.575.009,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 732.262,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak "/ (mm=yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 732.262,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (lIlLA + 1Il.B.4) @ 72.307.271,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAMAPKP  : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA: 06 sd06  -2018 Tnguka: 01 5412
(mm-mm-yyyy)
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 799.590.929,00 Rp. 79.959.091,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
% Jumlah (A1 +1A2+1A3+1A4+|A5) Rp. 799.590.929,00 g, 79.959.091,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
i—-
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 799.590.929,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 79.959.091,00
S
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 73.464.000,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. 6.495.091,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
=g
;‘;’; G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _09/07/18 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN:  5A3FB7TNL4VAVEAO
o § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir I1.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=k
= E_ diminta untuk 434 |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
T < mm-yyyy)
25 32 [_] Dikembalikan (Resiiusi S
g8
E 1] Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E é atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE 1ll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
S = 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_— >
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
=] )
E = C.PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V.B) Rp. 0,00
o
=N D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
25 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D Rp. 0,00
= g atau (lebih) bay p { ) p
c
5
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© 2 o
E E 5 | VI. KELENGKAPAN SPT
R4
s38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSPPPNL__lembar [ | Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 06-07-2018
; (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA “PKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. |:|Kuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

NAMAPKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA : 06 54 06 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 199.399.489,00 19.939.947,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 600.191.440,00 60.019.144,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. PEWETB"IBI’I yang PPN atau PPN dan PPI‘IBM-I'I}{B harus dipungul sendiri D 799.590.929.00 79.959.091.00 0.00
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dar pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 734.640.028,00 73.464.000,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + IL.B + II.C) 734.640.028,00 73.464.000,00 0,00
lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 73.464.000,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _— - — (mm-yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 0,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIL.A + 11l.B.4) @ 73.464.000,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAMAPKP  : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 07 sd07  -2018 Tnguka: 01 5412
(mm-mm-yyyy)
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 579.908.197,00 Rp. 57.990.818,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
% Jumlah (A1 +1A2+1A3+1A4+|A5) Rp. 579.908.197,00 g, 57.990.818,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
i—-
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 579.908.197,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 57.990.818,00
o c
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 53.163.738,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. 4.827.080,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
=g
;‘;’; G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _15/08/18 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN:  5C3398PCSP5QC6FO
o § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir I1.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=k
= E_ diminta untuk 434 |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
T c mm-yyyy)
25 32 [_] Dikembalikan (Resiiusi S
g8
E 1] Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E é atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE 1ll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
S = 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_— >
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
w2 B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
Fo
=] )
E = C.PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V.B) Rp. 0,00
o
=N D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
2 % E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan {V.C - V.D} Rp. 0,00
c
5
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© 2 o
E E 5 | VI. KELENGKAPAN SPT
R4
s38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSPPPNL__lembar [ | Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 14-08-2018
; (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

NAMAPKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA 1 07 54 07 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 167.057.727,00 16.705.771,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 412.850.470,00 41.285.047,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri D 579.908.197 .00 57.990.818.00 000
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dar pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 531.637.406,00 53.163.738,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + IL.B + II.C) 531.637.406,00 53.163.738,00 0,00
lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 53.163.738,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _— - — (mm-yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 0,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIL.A + 11l.B.4) @ 53.163.738,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAMAPKP  : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA: 08 sd08 2018 o Tmeu 01 5412
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 543.310.909,00 Rp. 54.331.090,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
= Jumlah (LA 1+ 1A2+1A3+ A4 + |A5) Rp. 543.310.909,00 g, 54.331.090,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
=
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 543.310.909,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 54.331.090,00
o c
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 63.158.100,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. -8.827.010,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
g
:;';’; G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _ (dd-mm-yyyy) NTPN :
e § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1[ X | Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
§ E Oleh 121 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
2
2 E diminta untuk i3 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
= mm-yyyy)
=3 32 [ pikembalikan (Restitusi) e L
g8
E 2 Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E § atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE lll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
St 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
TS .
E = C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V/B) Rp. 0,00
o
2% D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
2 % E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan {V.C - V.D} Rp. 0,00
c
=
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E E T | VI. KELENGKAPAN SPT
2
e38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formuiir 111182 [ | SSPPPNO__lembar [ ] Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 10-10-2018
) (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

NAMAPKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA : 08 54 08 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 0,00 0,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 543.310.909,00 54.331.090,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri D 543.310.909.00 54.331.090.00 000
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dar pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 631.581.054,00 63.158.100,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + IL.B + II.C) 631.581.054,00 63.158.100,00 0,00
lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 63.158.100,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _— - — (mm-yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 0,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIL.A + 11l.B.4) @ 63.158.100,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAaMAPKP @ PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA: 09 sd09  -2018 tmngu: 01 5412
(mm-mm-yyyy)
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 1.053.033.026,00 Rp. 105.303.300,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
= Jumlah (LA 1+ 1A2+1A3+ A4 + |A5) Rp. 1.053.033.026,00 g, 105.303.300,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
=
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 1.053.033.026,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 105.303.300,00
S C
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 96.742.282,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. 8.561.018,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
g
:;';’; G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _12/10/18 0:00 {dd-mm-yyyy) NTPN:  69C4F7IMMD7RJIJAS
e § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir IL.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=
S E diminta untuk i3 |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
= mm-yyyy)
=3 32 [ pikembalikan (Restitusi) e L
g8
E 2 Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E § atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE lll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
St 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_— >
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
TS .
E = C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V/B) Rp. 0,00
o
2% D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
2 % E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan {V.C - V.D} Rp. 0,00
c
=
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E % T | VI. KELENGKAPAN SPT
2
e38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSPPPNL__lembar [ | Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 11-10-2018
) (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. |:|Kuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

MNAMAPKP 1 PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA : 09 sd 09 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 661.830.556,00 66.183.053,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 391.202.470,00 39.120.247,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. PEWETB"IBI’I yang FPM atau PPN dan PPI‘IBM-I'I}{B harus dipungul sendiri D 1.053.033.026.00 105.303.300.00 0.00
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B.| Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 879.152.790,00 87.915.272,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + ILB + IL.C) 879.152.790,00 87.915.272,00 0,00

. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 87.915.272,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 8.827.010,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-=yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lIl.B.1 + llL.B.2 + 1Il.B.3) 8.827.010,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (lIlLA + 1Il.B.4) @ 96.742.282,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAaMAPKP @ PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA: 10 sd10  -2018 tmngu: 01 5412
(mm-mm-yyyy)
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 705.426.823,00 Rp. 70.542.681,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
= Jumlah (A1 +1A2+1A3+1A4 + A5) Rp. 705.426.823,00 g 70.542.681,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
=
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 705.426.823,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 70.542.681,00
o c
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 64.185.427,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. 6.357.254,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
g
:;';’; G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _12/11/18 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN:  8E03E037EAA3UTSS8
e § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir IL.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=
S E diminta untuk i3 |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
= mm-yyyy)
=3 32 [ pikembalikan (Restitusi) e L
g8
E 2 Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E § atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE lll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
St 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_— >
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
TS .
E = C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V/B) Rp. 0,00
o
2% D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
25 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D Rp. 0,00
= g atau (lebih) bay p { ) p
c
=
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E E T | VI. KELENGKAPAN SPT
2
e38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSPPPNL__lembar [ | Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 09-10-2018
) (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

NAMAPKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA : 10 54 10 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 171.759.573,00 17.175.956,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 533.667.250,00 53.366.725,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. PEWETB"IBI’I yang PPN atau PPN dan PPI‘IBM-I'I}{B harus dipungul sendiri D 705.426.823.00 70.542.681.00 0.00
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dar pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 641.854.327,00 64.185.427,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + IL.B + II.C) 641.854.327,00 64.185.427,00 0,00
lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 64.185.427,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _— - — (mm-yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 0,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIL.A + 11l.B.4) @ 64.185.427,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAaMAPKP @ PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MAsA: 10 sd10  -2018 Tnguka: 01 5412
(mm-mm-yyyy)
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 1 ( satu ) [] wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 705.426.823,00 Rp. 70.542.681,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
% Jumlah (A1 +1A2+1A3+1A4+|A5) Rp. 705.426.823,00 g, 70.542.681,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
i—-
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 705.426.823,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 70.542.681,00
o c
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 65.005.427,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. 5.537.254,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 6.357.254,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. -820.000,00
=g
:;';’; G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _ (dd-mm-yyyy) NTPN :
o § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir I1.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=
= E_ diminta untuk 434 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
T c mm-yyyy)
25 32 [_] Dikembalikan (Resiiusi S
g8
E 1] Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E é atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE 1ll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
S = 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
=] )
E = C.PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V.B) Rp. 0,00
o
=N D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
2 % E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan {V.C - V.D} Rp. 0,00
c
5
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E E 5 | VI. KELENGKAPAN SPT
2
s38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formuiir 111182 [ | SSPPPNO__lembar [ ] Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 14-12-2018
; (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

NAMAPKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA : 10 54 10 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan Ke @ 1 ( saw )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 171.759.573,00 17.175.956,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 533.667.250,00 53.366.725,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. PEWETB"IBI’I yang PPN atau PPN dan PPI‘IBM-I'I}{B harus dipungul sendiri D 705.426.823.00 70.542.681.00 0.00
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dar pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 650.054.327,00 65.005.427,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + IL.B + II.C) 650.054.327,00 65.005.427,00 0,00
lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 65.005.427,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _— - — (mm-yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 0,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIL.A + 11l.B.4) @ 65.005.427,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAaMAPKP @ PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA: 11 sd11  -2018 tmngu: 01 5412
(mm-mm-yyyy)
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 1.044.287.965,00 Rp. 104.428.794,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
= Jumlah (LA 1+ 1A2+1A3+ A4 + |A5) Rp. 1.044.287.965,00 g, 104.428.794,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
=
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 1.044.287.965,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 104.428.794,00
S C
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 94.784.878,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. 9.643.916,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
g
:;';’; G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _14/12/18 0:00 {dd-mm-yyyy) NTPN:  805C257403C20UV8
e § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir IL.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=
S E diminta untuk i3 |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
= mm-yyyy)
=3 32 [ pikembalikan (Restitusi) e L
g8
E 2 Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E § atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE lll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
St 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_— >
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
TS .
E = C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V/B) Rp. 0,00
o
2% D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
2 % E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan {V.C - V.D} Rp. 0,00
c
=
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E % T | VI. KELENGKAPAN SPT
2
e38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSPPPNL__lembar [ | Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 14-12-2018
) (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. |:|Kuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

MNAMAPKP 1 PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA D11 sd 11 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 441.362.725,00 44.136.270,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 602.925.240,00 60.292.524,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. F"E!WBrahan yang PPN atau PPN dan PP“BM'“}I’B harus dipungul sendiri D 1.044.287.965.00 104.428.794.00 0.00
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B.| Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 939.648.880,00 93.964.878,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + ILB + IL.C) 939.648.880,00 93.964.878,00 0,00

. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 93.964.878,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 820.000,00
2. Kempensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm=yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 820.000,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (lIlLA + 1Il.B.4) @ 94.784.878,00

D.1.2.32.07




AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [ 5000 R 1111

. ( ) Jumlah Lembar SPT:
KE?;::%%?TEN';?;:P?:::KRI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam I:I yang sesuai (Eﬂiﬁ:ﬁf:a?;::] |:I:|
NAaMAPKP @ PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 — 116 000
ALAMAT @ JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA: 12 sd12  -2018 tmngu: 01 5412
(mm-mm-yyyy)
TELEPON  : 081264424846 HP :081264424846 KLU ¢ Pembetulan Ke: 0 ( nol ) [] wajib PPnBM
. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
5 1. Ekspor Rp. 0,00
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri DRP. 893.454.682,00 Rp. 89.345.465,00
f-t’-‘: 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rp. 0,00 Rp. 0,00
'% 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00
E-, 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN E}Rp. 0,00 Rp. 0,00
= Jumlah (A1 +1A2+1A3+1A4 + A5) Rp. 893.454.682,00 g, 89.345.465,00
w
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
=
& C. Jumlah Seluruh Penyerahan (.A + |.B) Rp. 893.454.682,00
=
§_ Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
©
g . A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada .A.2) Rp. 89.345.465,00
o c
o % B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
-
E § C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan @ Rp. 83.008.300,00
P D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA- 1B - I1.C) Rp. 6.337.165,00
(1]
E :'i E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
©
3 § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I1.D - IL.E} Rp. 0,00
g
:;';’; G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _11/01/19 0:00 {dd-mm-yyyy) NTPN:  2CF4E4LVVSBDOLNO
e § H. PPN lebih bayar pada :
£ § 1.1 |:| Butir IL.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 |:| Buir LD atau |:| Butir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Sn
4540 Oleh 124 |:| PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 |:| Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
=
S E diminta untuk i3 |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau |:| Dikompensasikan ke Masa Pajak -
= mm-yyyy)
=3 32 [ pikembalikan (Restitusi) e L
g8
E 2 Khusus Restitusi untuk PKP :
3 En I:l Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
N
g S atau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : |:| Prosedur Biasa  atau |:| Pengembalian Pendahuluan
(7]
©
E § atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
=0
@ o
EE lll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
o
(§ "g A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
St 0,00
< § B. PPN Terutang : Rp. '
% 5 C. Dilunasi Tanggal ; (dd-mm-yyyy) NTPN :
=2
g % IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E E A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
=2
3% B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :
—_— >
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
o 2
& § A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
(3 BN
b % B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
TS .
E = C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A- V/B) Rp. 0,00
o
2% D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00
SE
25 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D Rp. 0,00
= g atau (lebih) bay p { ) p
c
=
= §’§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :
© = o
E E T | VI. KELENGKAPAN SPT
2
e38 Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSPPPNL__lembar [ | Surat Kuasa Khusus
Formuiir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 111183 [ | SSPPPnBM O lembar [_| , O lembar
KAB. LABUHAN BATU 11-01-2019
) (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : . Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, s
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA HPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas : YANTO
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan . DIREKTUR

Cap Perusahaan

F.1.2.32.04




REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
{Bila tidak ada ransaksi tidak peru dilampirkan}

AREASTAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES AREASTAPLES < AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES AREASTAPLES AREA STAPLES

NAMAPKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO MASA 112 sd 12 - 2018 (mm-mm-yyyy)
NPWP 1 030686968 - 116 . 000 Pembetulan ke © 0 { nol )
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0,00
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 296.333.782,00 29.633.375,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 597.120.900,00 59.712.090,00 0,00
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. PEWETB"IBI’I yang PPN atau PPN dan PPI‘IBM-I'I}{B harus dipungul sendiri D 893.454.682.00 89.345.465.00 0.00
{Jumlah 1B,7 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 gitambah 18.2) ’ ’ '
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
{Jumlah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0,00 0,00 0.00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut 0,00 0,00 0,00
{Jumlsh L.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode O7)
4. Penyerahan yang dibebaskan dar pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM 0,00 0,00 0,00
{Jumlah 1L.B.7 dengan Fakiur Pajak Kode OB}
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BEKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP
A. dari Luar Dagrah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 0,00 0,00 0.00
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 830.083.077,00 83.008.300,00 0,00
Impor atau Perclehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan danfalau Impor atau Perclehan Yang
C. Mendapal Fasilitas 0,00 0,00 0,00
D.| Jumlah Perolehan (ILA + IL.B + II.C) 830.083.077,00 83.008.300,00 0,00
lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan [ LA+ 11.B ) 83.008.300,00
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _— - — (mm-yyyy) 0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 0,00
4. Jumlah {lILB.1+ lILB.2 +1I.B.3) 0,00
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIL.A + 11l.B.4) E) 83.008.300,00

D.1.2.32.07




